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ABSTRARK

Tindak pidana korupsi tergoiong kedalam “exira orcinery crime " {kejahatan
vang luar biasal yang dolam  melakukan pemberantasannya perlu adanya
penanganan vang luar biasa pula (exira ordinery measure). Salah satu upaya yang
dilakukan adalsh dengan melakukan penyimpangan dalam sistem pidana dun
pemidangan dari tindek pidana umum. Penyimpangan yang dilakukan tersebut
adalah berups penjatuhan pidana yang bersifat kumulatf maksudnya penjatuban
dua pidana pokek sekaligus vaitu pidana penjara digabungkan dengan pidana
dendn dan adanya penjatuhan pidans vang pengganti. Dan latar belakang tersebut
timbul permaselahan vang hendak diteliti antara tam: a) Bapaumana pencrapan
penvimpangan pidans don pemidanaan tindak pidana korupsi di Pengadilan
Megen Padang, b) Bagaimana dasar pertimbangan bakim menjatuhkan pidan: dan
pemidanasn dalom kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Padang, ¢
Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan terhadap penyimpangan pidana dan
pemidanasn tindak pidana korupsi di Pengadilan MNegeri Padang. Dalam penulisan
skripst ini, penelitian vang dilakukan bersifat deskriptit’ yaitu cara penelitian yang
menggambarkan seeara lengkap dan jelas rentang persoalan yvang ditelini dengan
pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan olch
penegak hukum, Penglitian bermujuan anak memperoleh data primer dan data
sekunder melalui penelitizn lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukan babwa: a) Penerapan penyimpangan pidana dan pemidanaan tindak
pidana korupsi di  Pengadilan Negeri Padang teriadi atas dasar asas lex spesial
derogat lex generall, ini terdibat dari beberapa putusan hakim yang dijatuhkan di
pengadilan Meperi Padang, b) Pertimbangan hakim dalam pidana dan pemidanaan
tindak pidana korupsi adalah keterangan saksi, keterangan ahl, keterangan
terdakwa. kevakinan hakim, dan barang bukti | ) Pelaksanaan putusan pidana
dan pemidanasn tindak pidana korupsi di wilayah Bukum Penpadilan Neperi
Padang belum terlaksana sehagimana mestinya karena terdapainya beberapa
kendala yaitw diantaranya: pelaku atay terdakwa dilindungi oleh korps, atasan dan
teman-temannyva Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) Perlunva
peningkatkan pemahaman Hakim dan Jaksa temtang tindak pidana korupsi
khususnya dalam penerapan penyimpangan pidana dan pernidanaan tindak pidana
korupsi, sehingga dengan adanva penyimpangan ini hakim dapal menjatubkan
hukuman yang setimpal schagai suatu upaya untuk pemberantasan korupsi, b)
Pertimbangan  hakim dalam  tindak pidana korupsi diherapkan atas  dasar
perarutran perundangan yang berlaku dan seadil-adilnya. o Agar Kejaksam dapat
melaksanakan putusan pengadilen yang telah mempuenyai kekuatan hukum tetap
dalam tindak pidunz korupsi, sehingga menimbulkar Kepercayaan masyarakat
terhaclap hukum dan demi pemberaniasan korupsi di negeri kita vang tercinea ini,
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah salo bentuk penyakit masyarakat vang ada di muka
bumi ini, sama halnya dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian. Masalah yang
sanpat penting disini adalah bahwa korupsi meningkat seiring dengan kemajuan,
kemakmuran dun teknologl. Begitu juga halnya korupsi di Indonesia sudah sampai
dititik nadie (titik vang tdak dapat ditelerirk. Hal im dapat kita saksikan darn data
Pasilic Fconomic and Risk Consullaney, pada tahun 2005 bahwa Indonesia
menempati urutan pertama sebagal Megara terkorup di Asia.'

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan dalam
“The White Collar Crime” (kejahatan Kerah putih). Hal ini disebabkan karena para
pelakunya mengpunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan olch [ebih
dari satu erang dalam keadasan yang tersclubung dan terorganisasi serfa sistimatiz, Hal
inilah vang menvebabkankan tindak pidana korupsi sulit untuk pemberamasaniya.

Tindak pidana korupsi tergolong kedalam “exira ordinory crine ™ (kejahatan
vang luar biasa} yang dalam melakukan pemberantasannya perlu adanva penanganan

vang luar biasa pula (extra ordinery measure). Salah satu upaya yang dilakukan

I Komisi Pemberantasan Korvpst, 2006, Memghoms Dergn Membased Bukn Sakn Luk
Merahami Tindad Pidana Korupsd. Jakara: Komisi Pemberantasan Korepss. hal 1
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denpan melakukan penyimpangan daflam sistem pidana dan pemidanaan dari tindak
prclan wrmiim:

Dalam hukum pidana materil, terkandung tiga konsep dasar yakmi: tindak
pidana, pertanggungiawaban pidana, pidana dan pemidanaan. Selama ini. dapat
dikatakan babwa perhatian para ahli hukum pidana dan kriminologi lebih banyak
lerluju pada permasalahan tindak pidana dan perlanggungiawaban pidana,, sehingga
ada anggapan bahwa pidana dan pemidanaan ite seolah-olah dianggap anak tirinya
hukum pidana, Tenunva anggapan ini tidak dapat dibenarkan, karena justru pidana
dan pemidansan int menempatl fungsi dan kedudukan yang sangat strategis dalam
hukum pidana. Hukum dapal dikatakan hukum pidana apabila ada unsur pidana
didalamnva, Hal inilah vang membedakan bukum pidana dengan bidang-bidang
hukum lainnya. Maka tidak salah kalau para abli pidana mengatakan bahwa pidana
dan pemidanaan mempakan "jantungnya” hukum ]:nin;];emu.2

Hal inilah vang lergambar dalam Undang-Uindang Nomor 31 Tahun 1999 5o
Undang-Undang Momor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, yang mengenal adanya penyvimpangan pidana dan pemidanaan. Indonesia
mengeunakan jenis pidana pokek dan pidana tambahan sebapmmana yang dialur
datam Pasal 10 KUHP, menyatakan:

Pidana pokok terdiri dari:
l. pidana mati

2, pidana penjars

* Elwi Denil dan Melwitis, 2002, Hukam Pemitensier, Padioyz: Fokulias Hukum Universios
Mnilalas, hal 3



3, pidana kurungan

4. pidapa denia

5. pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan dari hak-hak tertentu

2. penyitaan dari benda-benda tertentu

3. pengumuman dari pulusan hakim

Dalam penjatuhan pidana, pidana pokok tdak dapat dikumalasikan, misalnya
pidana mati digabungkan dengan pidana penjara, Mamun pidana pokok  dapat
dikumulasikan dengan pidana tambahan, Hal sebaliknya dalam penjatuban pidana
dolam  tindak pidana korupsi dapat  dilakukan  penyimpangan  yakni  berupa
pengeabungan pidana pokok seperti penggabungan pidana penjama dengan pidana
denda. Salah satu contoh kasos korupsinys sdalab terdakwa David Nusa Wijayva.
mantan direktur umum Bank Servitia, dengan pidana penjara selama satu tahun dan
membayar denda Rp 30 juta. contoh lain terdakwa Samodikun Hartono (Presiden
kaomisaris PT. Bank Modem. Thk) yang dipidana dengan pidana penjara empat tabun
penjara dan denda sebesar Rp, 200000.000,- subsider tiga bulan kurungan, contoh
lainnva Mohammad Hasan (Mohammad Hasan) dipidana dua whun penjara dan
denda lima belas juta rupiah.”
Dalam Undang-1Indang Nomor 31 Tshun 1999 Pasal 18 weedapat penjatuhan

pidana tambahan herupa uang pengeanti yang ditujukan sebagai pengembalian uang

negara vang telah dirugikan oleh pelaku koruptor. Dengan adanya penjatuhan pidan

* andi Hamezah pemberaniasan berupsi melalui bukum pidase ravionsd dar siternasions PT
Raja Gralfinde Merkasa Jakarma 2005 hal 150



tambahan vang pengeanti pada kasus pidana korupsi menorul Hakim Agung MS
Lumme"batas antara hukum pidana dan hukum perdita jadi sangat tipis dan balikan
sudah  saling overfgp schub  penerapan konsep uang  penpganti (ganli  rugi)
sebagaimana konscp hukuman denda merapakan bukti konkret tentang fenomena
memn-perdata-kan kasus pidana.™

Kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhkan dengan pidana tambahan uang
peneganti salah satu contohnya adalah  perkara korupsi di wbuh Komisi Pemilthan
Linum (KUY dengan terdakwa Nazareddin Sjamsuddin dan Hamdani Amin. Kedua
kasus yang diperiksa secara split ini, telah diputes oleh majelis hakim pengadilan
tipikor. Nazaruddin divonis 7 (tujuh) tahun penjara, denda Kp300 juta subsider &
fenam} bulan kurungan, Sementara, Hamdani divonis 4 {empat) tahun penjara, denda
Rp3i juta subsider 4 {empat) bulan kurunpgan. Kedua mantan pejabat KPLD i juga
dibchankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5032 miliar secara
ngpung-renteng.’

Dari beberapa contoh putusan pengadilan diatas terlihat adanya penjatuban
kumulasi pidana pokek atau penggabungan dua pidana pokok sckaligus yaitu pidana
penjara dengan pidana denda pada tindak pidana korupsi, Ini merupakan salah satu
penvimpangan, karena dalam KUHP Indonesia tidak mengenal adanya kumiudasi
pidana pokek. Menune Memarie Van Tocllichting, penjatuhan dan dua jenis pidana

pokok sceara bersamaan bagi sescorang vang telah melakukan seatu tindak pidana

* hopefekimondine, comidetail asptid= 142 148c]-Fokus tanggal 2 november 2007
]
il kol 2




tertentu tidak dapat dibenarkan, dengan alasan bahwa pidana berupa perampasan
kemerdekaan dengan pidana berupa denda itu pada dasarnya mempunyai sifat dan
{ujuan yang sama”

Penjatuhan pidana tambahan berupa pidana vang pengganti yang diterapkan
pada tindak piduna korupsi juga merupakan penyimpangan karena dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidapa Indonesta, tidak dalur mengenm pidana tambaban
uang pengpanti. Masalah vang muncul dalam pidana vang pengpanti ini adalah
mengenal sulitnya kejaksann sebagai eksekutor dalam pelaksanusn ekselusi terhadap
pidana tambahan uang pengganti. Ini disebabkan adanys kesimpangsiuran yang
selama ini terjadi karena mekanisme uang penpganti belum mengacu kepada satu
ketentuan vang baku dan bisa dibenarkan secara hukum.

Bedasarkan Jatar belakang tersebut timbul sty pertanyaan, apakah penjatubar
kumulasi pidana pokok pada tindak pidana kerupsi mempakan suatu penyimpangan
dari pidans dan pemidanagn tindak pidana wmwm?? Faktor inilah yang menvebabkan
penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pidana dan pemidanaan
tindak pidana korupsi dengan mengangkstmya kedalam tulisan ilmiak denpan judul:
Penerapan Penyvimpangan  Pidona don Pemidanoan Tindak Pidana Kovupsi di

Wilayek Hukum Pengadilan Negeri Padang

* Elwd Dranil dan Melwitis, Go.edr hal 43
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PENUTUP

AL Kesimpulan

Berdasarkan hasil penchittan dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

fad

Penerapan penyimpangan pidana dan pemidamaan tindak pidana korupsi di
'engadilan MNegeri Padang terjadi atas dasar asas lex spesial derogar lex
generali, inl terhbhat darn beberapa putusan hakim yang dijatubkan i
pengadilan Meperi Padang, Namuon penyimpangan vang terjadi tidak muotlak
karena Hakim, sehab Jaksa juga berperan dalam penvimpangan pidana dan
pemidanasn tindak pidana korupsi, dalam hal membuat surat luntutan,
Pertimbangan hakim dalam  pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi
adalah seperli keterangan saksi, keterangan ahli. keterangan terdakwa,
kevakinan hakim, dan barang bukli, Pertimbangan hakim dalam tindak
pidana korupst juga dipengaruhi oleb tujuan hakim dalam penjatuhan pidana
dan pemidanaan terscbutl vakni, sebapai efek jera. mengembalikan uang
Megara dan scbapgal hukuman,

Pelaksanman putusim pidana dan pemidanaan tindak pidana korupsi di
wilayah hukum Pengadilan Neperi Padang belum terlaksana sehagimana
mestinya karena terdapalnya beberapa kendala vaitu diantaranya: pelaku
atau terdukwa dilindungi oleh korps, atasan dan teman-temannya, perbedaan

persepsi dan para penegak hukum dan ahli hukem, korangnya sumber dava
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manusea dan jaksa sebagal pelaksana putusan hakim, dan belum adanya

peraturan vang jetas menpens peluksanaan pidana uang penggants,

H. Saran

Berdasarkan pengamatan dan peneliian vang telah penulis lakukan. Dalam hal

permasalahan atau kendala vang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran

bagi semua pihak Khususoya pesegak hukum dolam rangka pidana dan pemidanaan

tindzk pidana korupsi. sebagat berikut:

1.

Perlunya peningkatkan pemahaman Hakim dan Jaksa tentang tindak pidana
korupsi kbususnva dalam pengrapan penvimpangan pidana dan pemidanann
tindak pidana korupsi, sehingpa denpan adanys penyimpangan ini hakim
dapat mengatuhkan hukuman yang setimpal sebagal suatu upaya untuk
pemberantasan korepsi,

Diharapkan  perlimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi
berdnsarkan peraturan perundangan yang berlaku vang berlandaskan asas
keadilan, agar putusan yang di jatuhkan benar-benar mencapai  juan
pemidasan diantaranya memberikan efck jera dan mengembalikan kewangan
Megear,

Apar Kejaksaan dapat  melaksanakan  putusan  pengadilan vang  telah
mempunyal kekuatan hukum tetap dalam tindak pidana korupsi, sehingga
menimbulkan  kepercavasn  masyarakat  terhadap  hokem  dan demi

pemberantasan tindak pidana korepsi i negen vang kits cintal ini.

B8
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